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PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi limpahan nikmat
serta taufiq kepada hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena buku ini bisa
terselesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. Buku Hukum
Perundang-Undangan Jilid 1 ini merupakan pelengkap dari sejumlah
literatur yang ada, membahas masalah Perundangan-undangan serta
menjadi referensi mahasiswa yang sedang mempelajari [lmu Hukum.

Buku ini bukanlah rumusan final, ia bersifat terbuka untuk
diinterprestasi ulang, bahkan diperbarui kembali dengan adanya peraturan
dan perkembangkan hukum yang begitu pesat. Keberhasilan buku ini tentu
tidak terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tiada awal yang tanpa akhir, maka penulis mengharapkan kepada para
pembaca kritikan dan saran demi lebih sempurnanya buku ini ke depannya.

Surabaya, Februari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA ettt ettt sttt et e e neas v
DAFTAR IST ..ttt v
BAB 1 PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI DISIPLIN ILMU
HUKUM Lttt sttt sttt eee e e e 1
A, Pendahuluan..........occooiiiiiiiiiii e 1
B. Istilah Perundang-Undangan ............ccocceeveenieniiniieieinieencenieeeee, 2
C. Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan ..............ccccceveennee. 3
D. Ruang Lingkup Ilmu Perundang-Undangan...........c.ccceeeenieniennnnnee. 6
E. Sejarah Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia ...........ccccceeeeneenee. 8
BAB Il NORMA DAN HIERARKI HUKUM DI INDONESIA.................... 9
A. Pembentukan Norma Hukum ...........cccoeveeriiiiiniiiininieee e 9

B. Pengertian Norma Dan Norma Hukum Serta Sistenorma Hukum Di

INAONESIA. ...eeeiiiieeie et 12

C. Macam-Macam Norma Hukum Dalam Masyarakat........................ 14
D. Kodifikasi Dan Modifika..........cccoeoeiiriiiiiiieeeeeeeeeeee 19
E. Tata Susunan (Hierarki) Hukum Di Indonesia ...........c.cceceeuereennne. 28
F.  Kedudukan Perundang-Undangan Dalam Uud 1945....................... 30
BAB III SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ........ 36
A.  Prinsip dan Konsepsi Negara Hukum Indonesia ...........ccccceeeneene. 36
B. Bentuk Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia...................... 40
BAB IV DASAR, JENIS, FUNGSI, MATERI MUATAN DAN PROSES
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.............. 47
A. Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...................... 47
B. Jenis Peraturan Perundang-Undangan ...........cccccooceeviiniinnninenne. 49
C. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan ............ccccoeveeveininninnnne. 59



D.
E.

Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan ................cceeueene... 73

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.................... 97

BAB V ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN ...ttt sttt 133
A.  Definisi Asas HUKUM......c..coceviniiiininiiiiccccecceee 133
B. Fungsi Asas HUKUM........ccooiiiiiiii e, 134
C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Para

D.

Teori Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.. 139

DAFTAR PUSTAKA . ...ttt 141

vi



BAB |
PERUNDANG-UNDANGAN
SEBAGAI DISIPLIN ILMU
HUKUM

A. PENDAHULUAN
Burkhardt Krems seorang Profesor Ilmu Perundang-undangan yang

berasal dari Jerman, mendefinisikan [lmu Perundang-undangan adalah ilmu
pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (Sjarif,
2022). Ilmu Perundang-undangan merupakan ilmu yang berkembang di
negara-negara hukum civil law, membahas dasar-dasar dan pembentukan
peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma
hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis fungsi, dan materi muatan yang
harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan (Indrati, 2013).
Ilmu Perundang-undangan juga mencakup teori perundang-undangan, teori
pembentukan undang-undang, dan teori negara hukum (Khalid, 2014).

Dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik
Indonesia, peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bagian dari
Sistem Hukum Nasional (Astomo, 2021). Pembentukan peraturan perundang-
undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik, dan
sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum.

Ilmu Perundang-undangan penting untuk mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. = Tokoh-tokoh  utama
yangmencetuskan bidang Ilmu Perundang-undangan antara lain Peter Noll
(1973) dengan istilah Gesetzgebungslehre, Jurgen Roodig (1975) dengan
istilah wetgevingsleer atau wetgevingskunde, dan W.G. van der Velden
(1988) dengan istilah wetgeving theorie, sedangkan di Indonesia

Hukum Perundang-Undangan Jilid 1 | 1



BAB Il
NORMA DAN HIERARKI HUKUM
DI INDONESIA

A. PEMBENTUKAN NORMA HUKUM
Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan

manusia karena norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia
supaya dapat menciptakan kedamaian. Gustav Radbruch menyatakan bahwa
hukum ada untuk mencapai 3 (tiga) tujuan: kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan.! Oleh karenanya, norma hukum perlu dibentuk untuk dapat
menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks yang demikian,
norma hukum tergolong sebagai norma eksternal’yaitu norma yang tumbuh
dari luar dan mengatur bagaimana manusia berinteraksi. la bersifat umum dan
berlaku bagi siapa saja. Selain norma hukum, dalam kelompok kaedah
eksternal terdapat pula norma kesopanan. Secara lebih mendetail, Purnadi
Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa norma hukum
diperlukan karena:
1. Tidak semua kepentingan atau tata tertib telah dilindungi atau diatur oleh
norma kesopanan serta norma internal berupa norma keagamaan dan
norma kesusilaan.

! Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Penerbit Atmajaya, 1999,
hal 65.

2 Norma dibagi menjadi dua kelompok: 1) Norma Internal, yaitu norma yang berasal
dari dalam diri manusia sendiri meliputi norma keagamaan dan norma
kesusilaan; 2) Norma eksternal, terdiri dari norma kesopanan dan norma hukum.

Hukum Perundang-Undangan Jilid 1 | 9



BAB Il
SEJARAH PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

A. PRINSIP DAN KONSEPSI NEGARA HUKUM INDONESIA
Konsep negara hukum terkait erat dengan konsep negara modern,

sehingga perkembangan negara dipengaruhi oleh konsep negara hukum.
Globalisasi yang menciptakan hubungan sosial tanpa batas antara negara-
negara, mendorong pertumbuhan negara modern. Negara berlandaskan
hukum menciptakan kondisi bahwa penyelenggaraan negara disusun dan
diatur sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-
undangan. Untuk meniadakan kekuasaan dan kewenangan yang tidak terbatas
terhadap rakyatnya, maka hukum dijadikan sebagai landasan dalam setiap
tindakan dan perbuatan negara yang seringkali diistilahkan dengan konsep
rechtsstaat atau rule of law. Hampir semua negara di dunia menggunakan
konsep negara hukum di mana arah daripada penyelenggaraan negara hukum,
yang berarti bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil atau
dilaksanakan oleh unsur-unsur negara, baik penguasa atau penyelenggara
negara maupun warga negara, dilegitimasi hingga dibatasi oleh konstitusi.
Konsepsi rechtsstaat dan rule of law merupakan bentuk daripada prinsip
konstitusionalisme yang oleh Mahfud MD (Mahfud MD, 2003) dikatakan
sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah melalui Konstitusi. Konsepsi
konstitusionalisme dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam
penyelenggaraan negara modern sebagaimana dikemukakan oleh Jimly
Asshiddigie (Asshiddigie, 2011) denganmengutip pemikiran dari Carl J.
Friedrich yang menyatakan bahwa “constitutionalism is an institutionalized
system of effective, regularized restraints upon governmental action”. Dari

36 | Hukum Perundang-Undangan Jilid 1



BAB IV

DASAR, JENIS, FUNGSI, MATERI
MUATAN DAN PROSES
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Dasar Filosofis

Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang
berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara. Setiap masyarakat
mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban,
kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum, yaitu yang
berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan
dapat mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam
masyarakat. Dalam kaitan ini, penyusunan peraturan perundang-
undangan harus memperhatikan secara sungguh=sungguh nilai-nilai (cita
hukum) yang terkandung dalam Pancasila.

Dasar Yuridis

Dasar yuridis ini sangat penting dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan. Dasar yuridis berkaitan dengan hal-hal sebagai
berikut:

a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-
undangan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peraturan
perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang
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BAB V

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

A. DEFINISI ASAS HUKUM
Asas hukum merupakan prinsip dasar atau fundamental dalam hukum.

Dalam asas hukum terdapat nilai-nilai yang menjadi landasan berpikir terkait
hukum serta sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan (Ansori, 2020). Asas hukum merupakan pikiran dasar dalam yang
terdapat dalam sistem hukum, kemudian dirumuskan ke dalam peraturan
perundang-undangan (Atmadja, 2018).

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak,
akan tetapi asas hukum terdapat dalam sistem hukum dan diejawantahkan
dalam setiap hukum positif sehingga dapat ditemukan dengan memahami
sifat-sifat dalam peraturan hukum (Warjiyati, 2018). Asas hukum merupakan
hal yang penting dalam peraturan hukum, sebab asas hukum merupakan
jantungnya peraturan hukum. Dikatakan demikian sebab dua hal, yakni:

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas atas lahirnya
peraturan hukum.
2. Asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum (Rahardjo,

1996).

Berdasarkan definisi di atas, maka asas hukum merupakan kaidah hukum

yang berisi nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk berpikir terkait dengan
hukum. Asas hukum mempunyai karakteristik abstrak, maka untuk asas

Hukum Perundang-Undangan Jilid 1 | 133
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peraturan perundang-undangan yang meliputi

Perundang-Undangan Sebagai Disiplin limu Hukum,
Norma Dan Hierarki Hukum Di Indonesia, Sejarah Perundang-
Undangan Di Indonesia, Dasar, Jenis, Fungsi, Materi Muatan
Dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Asas-
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku
ini dapat membantu para mahasiswa, teoritisi, teknis dan
mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan agar dapat memahami proses
pembentukan peraturan undang-undang tersebut secara lebih
baik.
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